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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan 

pengelolaan Dana desa berbasis nilai budaya lokal huyula dan faktor penentu 

implementasi kebijakan publik sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan implementasi kebijakan 

pengelolaan dana desa berbasis nilai budaya lokal huyula, dimana budaya lokal 

huyula membantu dalam mengefektifkan kebijakan pengelolaan keuangan desa 

dengan menerapkan nilai-nilai budaya huyula yakni nilai kerjasma, nilai 

kebersamaan, nilai tangungjawab, nilai musywarah, nilai persatuan dan peduli 

dalam asas transparan, asas akuntbel, asas partisipatif, rertib dan disiplin yang 

tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 46 than 2015 tentang pengelolaan 

keuangan desa. 

2. Faktor penentu implementasi kebijakan publik berdasarkan hasil penelitian di 

Kecamatan lemito bahwa faktor kmunikasi, sumber daya, disposisi, struktur 

birokrasi, faktor kepeimpinan, dan faktor budaya membantu dalam 

mengefektifkan impelemntasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di 

Kecamatan Lemito. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka peneliti memberikan beberpa saran 

penting dalam pengelolaan Dana desa yakni: 



112 
 

1. Pemerintah desa dalam mengimplementasi kebijakan pengelolaan keuangan 

desa lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal 

masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa 

penting menjaga nilai-nilai yang sudah ada. Pemerintah desa sebaiknya 

memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tata 

kelolah anggaran desa tidak hanya melakukan transparansi dalam bentuk baliho 

akan tetapi melalui media sosial maupun media cetak dan tidak hanya 

menampilkan total anggaran akan tetapi rincian anggaran disampaikan. 

2. Bagi pemerintah Kecamatan lemito sebaiknya lebih melakukan pengawasan 

kepada pemerintah desa dalam hal pembangunan desa dilihat dari transparansi, 

akuntabel, partisipastif masyarakat, tertib dan disiplin pemerintah desa dalam 

hal tata kelolah keuangan desa agar bisa terjaga demi mengefektifkan 

pengelolaan keuangan desa.    
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